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ABSTRACT 
The objective of this study is to examine the couses of expansion Ori and Bale villages and 
the impacts on the two communities viewed as economic, socio-cultural and socio politics. 
The type and the approaches of this research is a qualitative-descriptive methods. The 
result of this research shows that expansion of ori and bale villages are government 
program for the formation of a new district, but this expansion is still based on a 
competation sense from the conflic. After reconciliation relationship of two communities 
of religion in bale is not fully running away. As of goverment given a tennder for 
expanxion bale villages and than  comunity of two religion agree with this tendder. that 
the distribution as if by religion. while the impact this expansion had a negative impact 
on the economic ,social culture and socio politics of the villages. Results of this study have 
implications for the necessity to both the villagers and the government to improve the 
quality of life after splitting both economic, socio-cultural and socio politics. 
 













Sudah setengah abad lebih  Indonesia merdeka,  masyarakat Indonesia 
yang merupakan bangsa yang multi etnis, bangsa yang kaya dengan 
keanekaragaman suku hidup rukun dan damai. Akan tetapi, beberapa tahun 
belakangan ini Sejumlah konflik berdarah terjadi di beberapa daerah 
diindonesia seperti di Poso, Kalimantan Barat, Ambon, Maluku Utara dan 
beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sehingga kerukunan dan kedamaian 
yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia berubah menjadi 
permusuhan dan pertikaian antar sesama yang mengakibatkan ratusan hingga 
ribuan  harta benda, bahkan jiwa yang menjadi korban dalam konflik tersebut. 
Dalam masyarakat yang majemuk konflik bisa saja terjadi pada hubungan 
interaksi sosial masyarakat itu sendiri hal ini dikarenakan perbedaan 
kebudayaan.   
Menurut Sri Yuniarti, dkk (2004) mereka mencoba menemukan 
bagaimana sesungguhnya  struktur konflik di Maluku Utara yang terjadi pada 
tahun 1999-2000 dan mereka menemukan bahwa konflik di Maluku Utara 
pada tahap awal adalah konflik yang bernuansa suku yang kemudian 
menyebar menjadi konflik yang bernuansa agama serta adanya nilai dan 
norma budaya yang direduksi dan dipolitisasi untuk kepentingan ekonomi dan 
politik kelompok.  Mantri Karno ( 2008) dalam penelitiannya mengungkapkan 
bahwa akar persoalan sumber konflik di Maluku Utara seperti halnya yang 
terjadi di Maluku Tengah, tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, 
perebutan sumberdaya alam serta pertikaian elite politik dan birokrasi 
merupakan faktor pembungkus ”konflik agama” yang selama diyakini oleh 
sebagian besar masyarakat baik dalam konteks nasional maupun dalam 
konteks lokal. Jan Nanere dkk (2000) dalam penelitiannya menemukan bahwa  
konflik antar warga beragama Islam dan Kristen yang terjadi di Halmahera 
diawali terlebih dahulu konflik antara dua desa yang berada di kecamatan Ibu 
yaitu desa Talaga (mayoritas penduduknya beragama Islam) dan desa Bataka ( 
mayoritas penduduknya beragama Kristen). Dari sini bisa dilihat bahwa pada 
awalnya konflik ini memang telah bernuansa agama tetapi tidak banyak yang 




mengetahuinya (dikarenakan insiden Talaga ini berlangsung singkat dan 
beritanya tidak disebarluaskan) yang kemudian disusul oleh insiden Malifut 
yang bernuansa suku kemudian menyebar luas menjadi nuansa agama.  
Mengingat besarnya pengaruh  konflik di Maluku Utara, maka pada 
prinsipnya harus ada penanganan yang bersifat tegas dari pemerintah 
setempat  agar timbulnya perdamaian yang bersifat parmanen. Kriesberg 
(1998) mengatakan proses resolusi konflik terbagi menjadi empat tahapan 
yaitu: (1) tahapan deskalasi konflik yang terjadi di Maluku Utara ialah dengan 
pendekatan militer yang diupayakan dengan memberlakukan status darurat 
sipil dengan keppres no. 88 tahun 2000, (2) tahapan selanjutnya yaitu tahapan 
negosiasi dalam kerusuhan Maluku Utara, tahapan negosiasi di inisiasi oleh 
pemerintah pusat melalui perjanjian Malino II dan juga pertemuan-pertemuan 
yang disponsori oleh aparat-aparat militer, (3) pada tahapan yang ketiga atau 
tahapan pemecahan masalah adalah tahapan dimana perlu diupayakan kondisi 
yang kondusif bagi kelompok-kelompok yang bertikai  agar dapat melakukan 
transformasi konflik, (4) tahapan terakhir yaitu dengan membangun 
perdamaian meliputi tahan rekonsiliasi dan konsolidasi. Dan dalam tahapan 
rekonsoliasi untuk memulikan kasucian masyarakat  yang  sudah ternoda dari 
tindak kekerasan, yang sudah diupayakan oleh berbagai pihak sehingga warga 
yang mengalami konflik dapat kembali ketempat mereka masing-masing.  
Setelah pasca perdamaian, Pada tanggal 31 Mei 2003 terbentuknya 
Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dengan ibu kota Tobelo. Sejalan dengan 
pembentukan kabupaten baru, maka kecamatan dan desa pun dimekarkan. 
Sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 
260 desa.  Yang dimana kecamatan Galela pun dibagi menjadi 4 kecamatan, 2 
Kecamatan berada di pesisir pantai yakni Kecamatan Galela dan Kecamatan 
Galela Utara, sedangkan 2 kecamatan lagi berada di pedalaman yaitu 
kecamatan Galela Selatan dan Kecamatan Galela Barat dan dengan 
dimekarkankannya kecamatan diikuti dengan pemekaran desa, seperti Soasio 
dimekarkan menjadi 3 desa (Galela), dan Togawa dimekarkan menjadi 2 
desa(Galela Selatan), Bale dimekarkan menjadi 2 desa(Galela Selatan), 
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Soatobaru dimekarkan menjadi 2 Desa, Dokulamo Dimekarkan Menjadi 2 
Desa(Galela Barat) dan Saluta dimekarkan Menjadi 2 Desa(Galela Utara). Maka 
jumalah desa di 4 Kecamatan tersebut adalah 39 Desa dengan perinciannya 
adalah : - Kecamatan Galela membawahi 7 Desa - Kecamatan Galela Barat 
membawahi 9 Desa - Kecamatan Galela Utara membawahi 12 Desa - 
Kecamatan Galela Selatan membawahi 7 Desa.  Yang kemudian ini yang 
menjadi suatu persaingan dan memberikan jarak pemisah antara satu desa 
dengan desa yang lain. 
Di desa Bale konflik telah menorehkan trauma yang mendalam terhadap 
masyarakat desa ini. Hal ini mengakibatkan tidak ada lagi rasa saling percaya 
antara kedua kelompok masyarakat yang berkonflik didesa ini, yang tersisa 
hanyalah rasa curiga terhadap kelompok masyarakat agama. Dimana yang 
dulunya masyarakat setempat hidup rukun dan damai,  saling bergotong 
royong dalam hal pembangunan desa, Membangunan tempat peribadatan, dan 
dan saling membantu dalam perayaan pesta-pesta adat tanpa melihat 
latarbelakang Agama maupun Suku. tetapi pasca konflik hubungan antara dua 
kelompok ini seakan-akan tidak ada lagi rasa gotong royong dan tolong-
menolong, akan tetapi seakan-akan terjadi pengkotak-kotakan antara 
kelompok agama Kristen dan kelompok agama Islam.  Sehingga menimbulkan 
beberapa konflik pada perayaan-perayaan pesta adat dengan mengatas 
namakan agama. Hal ini diperparah ketika pemerintah tidak menanggulangi 
trauma psikologis yang terjadi di antara kedua kelompok agama di desa ini, 
bahkan pemerintah malah memekarkan desa Bale ini menjadi dua desa yang 
berbasis agama dengan kata lain desa induk yaitu desa Bale didominasi oleh 
masyarakat Kristen sedangkan desa Ori yang merupakan desa pemekaran 








Tabel:  jumlah penduduk dan luas wilayah desa 






Duma  P: 1000 m 








Bale P: 600 m 
L: 250 m 
Islam: 3 
Kristen:434 
437 jiwa Penduduk yang 
beragama Islam 
adalah pendatang 
Ori P: 600 m 
L: 500 m 
Islam: 573 
Kristen: 0 
573 jiwa  
Igobula  P: 1000 m 






Soakonora  P: 1000 m 






Mamuya  P: 1000 m 






Sumber: Hasil analisis data pada juni 2012 
Jika dilihat dari penyebaran masyarakat disetiap desa kecamatan Galela, 
baik dari Galela Induk, Galela Utara,Galela Selatan, dan Galela Barat. Ada 
beberapa desa yang memiliki potensi, baik dari segi luas wilayah desa, dan 
kepadatan penduduk untuk dimekarkan. Misalnya desa Mamuya (Galela), 
Igobula (Galsel), soakonora (Galsel), dan Duma (Galbat) seperti pada tabel 
diatas, yang jauh besar  luas wilayah dan kepadatan penduduk  dibandingkan  
desa Bale.  Akan tetapi keempat desa ini malah tidak dimekarkan oleh 
pemerintah. Sehingga apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan 
pemerintah dalam melihat suatu desa dan kemudian memekarkannya?.  
Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian 
ini “Bagaimana  proses pembagian wilayah dan bagaimana dampak dari 
pembagian wilayah pasca konflik “. Sedangkan tujuan dari penilitian ini 
adalah” untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana proses pembagian 
wilayah didesa Bale dan Ori pasca konflik, dan bagaimana dampak sosial 
masyarakat desa Bale dan desa Ori pasca konflik “ 
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2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1  Pengertian Konflik 
Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 
dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 
menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 
berdaya. Menurut Karl Marx (Bernard Raho 2007:73) konflik adalah 
pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-
aset yang bernilai. Hugh Miall (2000:26) konflik adalah suatu pengejaran 
tujuan yang saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. 
Killman & Thomas (Sutarto. 1993; 4) menjelaskan bahwa konflik merupakan 
kondisi terjadinya ketidak cocokan antar nilai atau tujuan yang dicapai, baik 
yang ada didalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. 
Menurut Webster (Dean & jeffrey,2004:9) konflik merupakan ketidak 
sepakatan yang tajam atau oposisi atas barbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.  
Dengan kata lain bahwa konflik merupakan suatu benturan atau pertentangan 
kepentingan, keinginan, pendapat, tujuan dan lain-lain yang paling tidak 
melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial tidak hanya berakar pada 
ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, 
masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan masalah kekuasaan, tetapi 
emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik. 
Menurut Coser (Noer dan Firdaus.2008;425) konflik adalah salah satu 
komponen penting dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, konflik tidak perlu 
dihindari, sebab konflik tidak selalu negatif atau merusak. Dalam batas 
tertentu, konflik juga dapat menyumbang bagi kelestarian kehidupan sosial 
dan mempererat hubungan antar anggota. Beberapa fungsi konflik menurut 
Coser antara lain: 
 Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok atau 
masyarakat yang agak longgar. Dalam masyarakat yang terancam 




disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi 
kekuatan yang mempersatukan. 
 Konflik dengan kelompok atau masyarakat lain dapat 
menghasilkan solidaritas didalam kelompok tersebut dan 
solidaritas itu bisa menghantarkan kepada aliansi-aliansi dengan 
kelompok atau masyarakat yang lain. 
 Konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat 
yang terisolir  menjadi berperan secara aktif.  
Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju pada penciptaan 
keseimbangan sosial melalui suatu proses tawar menawar. konflik dapat 
membantu menciptakan tatanan baru dalam proses interaksi sosial sesuai 
dengan kesepakatan bersama atau dengan proses demokrasi bahkan apabila 
konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu dapat dipakai sebagai 
alat perekat dalam kehidupan masyarakat (kehidupan bangsa). 
Dari beberapa definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
konflik dapat mencangkup segala tindakan atau situasi yang tidak sesuai 
dengan keinginan, tujuan, sikap, atau perilaku yang dapat menimbulkan 
perpecahan, atau perkelahian antara kedua bela pihak atau lebih. Dalam 
penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan definisi konflik menurut Karl 
Marx (Bernard Raho 2007:73) konflik adalah pertentangan antara segmen-
segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Karena 
pada dasarnya konflik yang terjadi di Maluku Utara disebabkan karena 
perebutan wilayah, yang kemudian berubah dengan mengatas namakan 
agama. 
2.2. Pemekaran Wilayah  
 Pemekaran wilayah merupakan merupakan suatu pembentukan 
wilayah baru yang berupah salah satu organisasi atau perangkat daerah yang 
memiliki tujuan-tujuan tertentu.. dalam peraturan pemerintah Repoblik 
Indonesia (PP RI) No. 129 tahun 2000 pasal 1-4 disebutkan bahwa pemekaran 
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daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
menjadi lebih dari satu daerah. Tujuan pemekaran daerah didasarkan atas 
pemekaran daerah itu sendiri, yang berlandaskan PP 129/2000. Dalam Bab II 
pasal 2 disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan 
kesejahteraan msyarakat. Menurut HR Makagansa (2008), istilah “pemekaran‟ 
lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru 
yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah 
tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak 
mewujudkan status administrasi baru daerah otonom. Wasistiono (2002) 
pemekaran wilayah dibentuk berdasarkan pada pertimbangan kemampuan 
ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, dan pertimbangan lain yang 
memungkinkan mendukung terselenggaranya otonomi daerah.  
Tri Ratnawati (2009) menyatakan hasil studi dari tim Bank Dunia 
menyimpulkan adanya empat faktor utama pemekaran wilayah di masa 
reformasi, yaitu : 
1. Motif untuk efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan mengingat 
wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan 
ketertinggalan pembangunan.  
2. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, tingkat 
pendapatan, dan lain-lain).  
3. Adanya kemanjaan fiscal yang dijamin oleh Undang-Undang 
(disediakannya Dana Alokasi Umum/ DAU, bagi hasil dari sumber daya 
alam, dan disediakannya Pendapatan Asli Daerah/ PAD).  
4. Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent- seeking) para elit.  
Disamping itu masih ada satu motif tersembunyi dari pemekaran daerah, 
yang oleh Ikrar Nusa bhakti disebut sebagai gerrymander, yaitu usaha 
pembelahan/ pemekaran daerah untuk kepentingan parpol tertentu.   




2.3. Perubahan Sosial 
 Menurut kamus besar bahasa Indonesia perubahan berarti hal 
(keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang 
berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur 
atau susunan sosial (kemasyarakatan) dalam suatu masyarakat. Perubahan 
tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap 
tatanan masyarakat, perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat 
dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan kepada keadaan 
lain yang lebih baik. Perubahan social menurut Emile Durkheim (Pip Jones, 
2010;66) menurutnya bahwa perubahan social harus kemukakan oleh tiap 
masyarakat, tidak hanya fungsionalis memperhatikan secara rinci fakta bahwa 
perubahan benar-benar terjadi dalam masyarakat, tetapi juga gagasan 
modernitas-ideal modern. ia juga berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi 
bukan karena orang menginginkannya, melainkan karena evolusi. Sugihen, 
1996 adalah perubahan perilaku masyarakat dari suatu rekayasa social lewat 
upaya pembangunan, yang dilambangkan, atau diwujudkan dalam kegiatan 
menuju masyarakat modern. menurut Selo Soemarjan (Pamerdi,Dkk.2010;55) 
menyatakan bahwa perubahan social merupakan perubahan yang terjadi pada 
lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 
system sosialnya termasuk didalamnya nila-nilai, sikap, dan pola perilaku 
antara kelompok dalam masyarakat. Dan bahwa perubahan sosial merupakan 
suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya. Menurutnya perubahan social dapat dianalisa dari 
berbagai segi, yaitu: 
 kearah mana perubahan tersebut bergerak (direction of change), yang 
mempertanyakan apakah perubahan tersebut bergerak kearah suatu 
bentuk yang sebelumnya telah ada  
 bagaimana pembentukan perubahan sosial dan kebudayaan terjadi dalam 
kehidupan masyarakat. 
Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan 
sosial yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem 
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sosial, yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaan juga nilai-nilai, 
norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam 
suatu masyarakat. Atau jika melihat adanya perbedaan keadaan yang terjadi 
sekarang dalam suatu masyarakat jika dibandingkan dengan keadaan dahulu, 
maka hal itu dapat dikatakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat tersebut 
telah berubah. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan 
metode penelitian qualitatif-deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999 ). 
Dalam hal ini sumber pengamatannya yaitu proses dan dampak dari 
pemekaran wilayah pasca konflik tahun 1999  (studi kasus desa Ori dan desa 
Bale), Unit analisa  dalam penelitian ini adalah  Masyarakat desa Ori dan desa 
bale, , kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Provinsi Maluku 
Utara. 
Proses pengambilan data yaitu pengambilan data primer dan sekunder 
berlangsung selama 1 bulan , yaitu bulan januari 2012, Langkah-langkah yang 
diambil sebagai berikut : 
1. Penulis mengambil data monografi desa Ori dan desa Bale, kecamatan 
Galela Selatan, Kabupaten Maluku Utara. 
2. Melakukan observasi langsung ke desa Ori dan desa Bale, kecamatan 
Galela Selatan, Kabupaten Maluku Utara. 
3. Penulis menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan atau dasar 
bagi penulis dalam wawancara untuk pengambilan data dalam rangka 
menjawab tujuan penelitian. 




 Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, kemudian dilakukan 
pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan 
dikerjakan. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
dua metode yaitu; wawancara (interview) dan pengamatan. 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Kehidupan Masyarakat Sebelum Konflik 
Di Halmahera secara kultural masyarakat desa memiliki tali 
persaudaraan yang sangat kuat dan erat. Desa Bale merupakan desa yang 
berada di daerah Kabupaten Halmahera Utara. Desa yang secara umum adalah 
kesatuan atau kumpulan  masyarakat adat yang memiliki asal-usul 
berdasarkan hubungan atau kekerabatan antara satu dengan yang lain yang 
sangat erat bahkan hubungan perkawinan. Begitu juga dengan masyarakat 
desa Bale sebelum konflik yang memiliki hubungan yang sangat erat antara 
masyarakat yang satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang agama. 
Sejak awal desa Bale terbentuk dibagi dalam dua dusun yang besar yaitu 
dusun satu yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen dan 
dusun dua yang semua anggota masyarakatnya memeluk agama Islam. 
Sebagian besar masyarakat desa Bale adalah suku asli Galela dan ada juga dari 
beberapa suku yang ada di pulau Halmahera yang datang  hidup menetap di 
desa Bale. Sehingga sebagian besar masyarakat yang ada di desa Bale masih 
memiliki hubungan kekerabatan (berdasarkan garis keluarga / marga). 
Keterkaitan hubungan kekeluargaan masyarakat desa Bale ini menjadi  salah 
satu faktor pendukung dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan di 
desa, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara kematian, perayaan hari-
hari besar (Natal dan Idul fitri), pembangunan rumah-rumah peribadatan, 
membangun rumah penduduk dan sebagainya. Dalam setiap kegiatan tersebut 
masyarakat selalu datang berbondong-bondong untuk bergotong royong 
mengerjakan kegiatan itu tanpa melihat latar belakang agama diantara kedua 
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masyarakat tersebut. Sehingga jarang terjadi perselisihan diantara masyarakat, 
kehidupan masyarakat yang ada di desa Bale terjalin dengan harmonis, selalu 
menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kekerabatan. 
Hal ini terus terjadi sehingga menjadi tradisi yang turun temurun. Seperti yang 
diungkapkan oleh beberapa warga desa dalam proses wawancara : 
“Ambrosius Gogugu ( toko agama desa bale) menjelaskan bahwa Masyarakat 
Ori dan Bale selalu hidup rukun, damai, gotong royong dalam perayaan pesta-
pesta adat, pembangunan rumah-rumah warga, gereja, mesjid bahkan selalu 
berpartisipasi dengan memberikan sumbangan berupa uang. Badrun Manuru 
(sekertaris desa Ori) Dizaman dulu masyarakat hidup rukun damai, dan 
harmonis tidak membedah-bedahkan suku, ras, dan agama, tidak terjadi 
pertentangan diantara masyarakat, selalu sama-sama merayakan pesta natal, 
dan lebaran. Demianus malagae (warga desa Bale) Kehidupan sebelum 
konflik semuanya aman dan tentram tidak adak perpecahan dimasyarakan, 
selalu gotong royong, dan bersatu dalam mengerjakan pekerjaan pribadi 
bahkan pekerjaan umum.Nurbaya (warga desa Ori) Hubungan kedua 
masyarakat terjalin dengan baik tanpa melihat latar belakang agama. Selalu 
tolong menolong dalam melakukan pekerjaan pribadi sehingga pekerjan yang 
berat bisa terselesaikan dengan baik tanpa mengeluarkan biaya yang banyak”. 
 
4.2. Konflik Maluku Utara Tahun 1999 
 
Pada akhir tahun 1999 dan memasuki era reformasi konflik terjadi di 
Maluku Utara, awal penyebab terjadi konflik adalah karena perebutan wilayah 
antara suku Kao dan Makean. Dimana  konflik  kesukuan ini menyebabkan 
banyak korban jiwa, dan korban harta. Yang kemudian konflik antara suku Kao 
dan Makean ini menyebar luas keseluruh wilayah Maluku Utara dengan 
mengatas namakan agama. Sehingga konflik yang awalnya disebabkan karena 
perebutan wilayah antara kedua suku, berubah menjadi konflik agama.  
Dengan adanya berbagai isu yang tersebar keseluruh wilayah Maluku 
Utara seluruh masyarakat terpancing oleh isu mengenai konflik yang 
mengatasnamakan agama, konflik pun terjadi diberbagai wilayah Maluku 




Utara. Salah satunya yang terjadi di desa Bale, dimana masyarakat yang 
dulunya hidup harmonis, gotong royong , dan selalu menjunjung tinggi nilai-
nilai kekeluargaan tanpa memandang latar belakang agama. Dengan adanya 
konflik agama, masyarakat setempat mulai bermusuhan demi membela 
agamanya masing-masing sehingga kedua masyarakat agama yang ada di desa 
Bale terpecah belah untuk meyelamatkan diri mereka masing-masing.  
 
4.3. Perdamaian 
 Mengingat konflik membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi 
masyarakat dan terutama bagi Negara, sehingga pemerintah merencanakan 
proses perdamaian antara kedua masyarakat agama yang berkonflik. Berbagai 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses perdamaian, misalnya; 
dengan mengundang berbagai tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh adat, 
dan dengan  bantuan TNI untuk menjalankan proses perdamaian. Pada 
akhirnya pada tahun 2000 kedua masyarakat agama yang berkonflik pun 
menyetujui untuk melaksanakan perdamaian, sehingga masyarakat pun bisa 
kembali ketempat mereka  masing-masing setelah proses perdamaian, 
berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi rasa 
dendam diantara masyarakat dengan memberikan bantuan berupa uang, 
maupun bahan-bahan untuk pembangunan rumah-rumah masyarakat, dan 
pembangunan tempat peribadatan. Dengan berjalannya waktu hubungan 
antara kedua masyarakat yang pernah berkonflik pun mulai terjalin dengan 
baik.   
Walaupun diatas telah dikatakan bahwa ada beberapa insentif yang 
diberikan pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang rusak ( hubungan 
sosial dan kondisi secara materil) antara kedua bela pihak, tetapi tetap tidak 
bisa dipungkiri bahwa dendam dan rasa sakit hati antara kedua bela pihak itu 
masih ada. Sehingga ketika ada pergesekan antara kedua bela pihak  atau ada 
issu yang berbau agama yang bisa menjadi bibit-bibit konflik, masyarakat 
sangat cepat terpancing akan hal-hal tersebut. Karna hal tersebut diatas 
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sehingga hubungan sosial keagamaan (sesama penganut agama islam/kristen) 
lebih erat daripada hubungan kekerabatan dan nilai-nilai kekeluargaan, gotong 
royong dan kebersamaan itu pudar bahkan hilang dikalahkan oleh fanatisme 
terhadap agama masing-masing. Sebagai contoh kasus dari hal ini adalah 
ketika salah satu warga desa beragama kristiani membangun rumah maka 
warga tersebut lebih baik meminta bantuan kepada sesamanya warga desa 
yang beragama kristiani dibandingkan keluarganya yang juga sesama warga 
desa yang beragama islam. Dari kasus ini bisa dilihat hubungan kekeluargaan 
yang dulunya erat tanpa memandang latarbelakang agama sekarang sudah 
hilang dikarenakan konflik yang berbau agama tahun 1999. 
4.4  Pemekaran Wilayah Halmahera Utara Tahun 2006 
Dalam Bab ini akan dijelaskan bagaimana, dan apa yang menjadi faktor 
utama hingga terjadinya pemekaran  wilayah desa. Implementasi pemekaran 
wilayah atau desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif ,dan lebih berkembang. Dalam 
era otonomi daerah, peluang-peluang pemekaran wilayah dari tingkat provinsi 
bahkan hingga ditingkat desa begitu terbuka lebar. Disamping itu didukung 
oleh adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan 
pemekaran tersebut, sehingga fenomena-fenomena tentang pemekaran 
wilayah bukanlah hal yang baru dimata masyarakat. Pelaksanaan pemekaran 
wilayah baik ditingkat provinsi hingga tingkat desa ini diharapkan membawa 
dampak yang positif, terutama pada tingkat pelayanan masyarakat dan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam hasil wawancara pada tanggal 16 januari 
2013 dengan  kepala bidang pemerintah desa dan kelurahan Bapak Drs VN. 
SAHETAPY.  SIP.MH, menyatakan bahwa:  
“pemekaran wilayah atau desa diselenggarakan guna mewujudkan 
amanat UU, memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan tugas-
tugas Pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan 
selain itu juga sebagai alasan untuk memenuhi persyaratan dalam hal 
pembentukan kabupaten baru (Halut)”. Beliau juga menjelaskan bahwa 




pemekaran desa pada tahun 2006 merupakan suatu kegiatan yang 
berlandaskan pada peraturan daerah, untuk itu upaya pendekatan yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pemekaran wilayah 
kecamatan hingga pedesaan, salah satu upaya telah dilakukan ialah dengan 
cara mensosialisaikan manfaat dan tujuan pemekaran kepada masyarakat agar 
memahami apa tujuan dari pemekaran. Disamping itu juga dijelaskan berbagai 
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan desa-desa mana 
saja yang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Adapun persyaratan yang 
di dikemukakan antara lain;   Jumlah Penduduk , Luas wilayah, Potensi Desa, 
Sosial Budaya , Sarana dan Prasarana, dan lain sebagainya . 
Beliau  juga menjelaskan bahwa ada beberapa desa yang memenuhi 
persyaratan seperti yang dipaparkan diatas,. namun semuanya harus 
dijalankan sesuai aturan; bahwa wilayah atau desa yang mau dimekarkan 
merupakan hasil kesepakatan oleh masyarakat, dan pihak pemerintah desa 
setempat. Sehingga  pemekaran yang dilaksanakan bukan merupakan paksaan 
dari pemerintah akan tetapi itu merupakan suatu keinginan, dan keputusan 
bersama oleh masyarakat desa. Dan dari beberapa persyaratan diatas ada 
beberapa desa yang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan desa Bale salah 
satunya, desa Bale dari segi penyebaran penduduk, luas wilayah, sarana-
prasarana, dan lain sebagainya telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan 
sehingga desa Bale dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Bale sebagai desa 
induk, dan desa Ori sebagai desa pemekaran. Disamping itu juga ada beberapa 
desa juga yang sangat memenuhi persyaratan dilihat dari segi luas wilayah, 
kepadatan penduduk, sarana-prasana, tetapi masyarakatnya menolak desa 
mereka dimekarkan, misalnya;  desa Duma, desa Mamuya, desa Igobula, dan 
desa Soakonora. Keempat desa ini menolak desa mereka dimekarkan dengan 
alasan-alasan tersendiri. 
4.5  Pemekaran Desa Bale dan Desa Ori 
Jika dilihat jauh sebelum pemekaran sebenarnya kondisi hubungan kerja 
sama dan rasa kebersamaan masyarakat agama yang ada di desa Bale 
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sebenarnya sudah tidak terjalin dengan baik seperti pada saat jauh sebelum 
konflik. Ini disebabkan karena masih rasa kekecewaan dan rasa sentimen 
dimasyarakat, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab oleh pemerintah 
untuk memulihkan kembali rasa kebersamaan dan kegotong-royongan 
dimasyarakat seperti jauh sebelum konflik agar tidak terjadi perpecahan 
dimasyarakat. Akan tetapi, di era reformasi sekarang ini sistem pemerintahan 
yang ingin meningkatkan pelayanan dimasyarakat, mengalokasikan kewajiban 
negara kepada rakyat secara merata, namun tetap berada di bawah 
pengawasan pemerintah pusat, dan agar tidak terjadi  ancaman- ancaman 
terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga 
terciptanya suatu pemekaran wilayah atau daerah. Yang dimana pemekaran 
merupakan semangat pemberlakuan otonomi daerah, sehingga memberikan 
peluang-peluang ditingkat provinsi sampai dengan tingkat pedesaan 
melaksanakan pemekaran wilayah.  
Pemekaran desa Bale merupakan suatu hasil dari peluang yang 
diberikan pemerintah kepada masyarakat desa Bale untuk dimekarkan karena 
memenuhi persyaratan-persyaratan pemekaran desa. Namun keputusan untuk 
dimekarkan harus benar-benar keputusan bersama yang harus disetujui oleh 
masyarakat, dan pemerintah desa setempat. Karena dengan adanya berbagai 
masalah yang dihadapi sehingga masyarakat sangat meyetujui pemekaran 
tersebut. Bahkan Pemekaran desa Bale merupakan hasil kesepakatan bersama 
oleh pemerintah desa, dan masyarakat desa Bale, dengan alasan untuk 
meningkatkan pelayanan yang berlandaskan pada peraturan daerah 
Kabupaten Halmahera Utara NO1 Tahun 2006, tentang pembentukan desa-
desa dalam daerah Kabupaten Halmahera Utara. 
4.6. Dampak Pemekaran Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat  
Wilayah Negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis 
yang luas berupa kepulauan, kondisi sosial-budaya yang beragam, jumlah 
penduduk yang besar, hal ini berpengaruh terhadap proses pengalokasian 
pembangunan itu dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan Negara 




Indonesia. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan pemerintah sulit 
mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan 
pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu 
sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi 
tetap terawasi dari pusat. Sehingga pemekaran wilayah diharapkan menjadi 
suatu jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut.  
Sasaran utama pemekaran wilayah adalah untuk mencapai tujuan yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  untuk mencapai tujuan tersebut 
perlu diperhatikan dua hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, 
yang pertama yaitu bagaimana pemerintah mengusahakannya, dan yang kedua 
bagaimana dampaknya setelah pemekaran, sebab pemekaran juga membawa 
perubahan dalam unsur-unsur sosial masyarakat seperti misalnya perubahan 
dalam unsur-unsur ekonomis,  kebudayaan ataupun politik. Perubahan 
aktivitas sosial masyarakat disebabkan karena perubahan perilaku manusia 
(human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun 
bersifat kompleks, hal didasari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan.  
4.6.1. Sosial Budaya  
Secara umum budaya didefenisikan sebagai suatu cara hidup yang 
berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang 
mempunyai nilai  dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat desa 
Bale misalnya kehidupan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebersamaan, dan persaudaran yang sudah menjadi warisan secara turun-
temurun. 
Fenomena pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah tampaknya 
sangat menarik untuk dibahas, khususnya yang menyangkut motif pemekaran 
itu sendiri. Akan tetapi, hal lain yang jauh lebih menarik adalah apakah melalui 
pemekaran wilayah ini akan mampu membawa dampak yang positif terhadap 
harapan masyarakat untuk mendorong kepada peningkatan sosial ekonomi, 
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sosial budaya dan sosial politik ataukah sebaliknya sehingga memberikan 
dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. 
Pemekaran desa merupakan pemekaran yang ditawarkan oleh 
pemerintah untuk ikut menyukseskan pembentukan kabupaten baru yaitu 
Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah mensosialisasikan maksud dan 
tujuan dari pemekaran keseluruh masyarakat desa. Namun keputusan untuk 
dimekarkan harus benar-benar keputusan bersama yang harus disetujui oleh 
masyarakat. Sehingga pemekaran desa Bale merupakan hasil kesepakatan 
bersama, akan tetapi kesepakatan ini sebenarnya masih dibayangi oleh 
dampak  konflik. Karena sebenarnya perasaan-perasaan konflik masih 
tertanam dalam masyarakat setempat karena hubungan antara masyarakat 
belum sepenuhnya pulih seperti pada saat sebelum konflik. Sehingga 
pemekaran  memberikan perubahan yang sangat pesat dalam kehidupan sosial 
– budaya masyarakat. kehidupan masyarakat yang mempunyai ikatan tali 
persaudaraan yang kuat, dan selalu bahu-membahu disetiap upaca adat, 
upacara kematian, dan perayaan hari-hari besar. Setelah dimekarkan menjadi 
dua desa hal-hal tersebut sudah mulai puna dalam keseharian masyarakat 
terutama pada  kedua masyarakat desa Bale dan Ori. Seperti yang diungkapkan 
oleh beberapa warga desa Ori dan Bale: 
“Amin rainu ( toko agama desa Ori) menyatakan bahwa setelah 
pemekaran ada beberapa perubahan yang terlihat dari segi pendapatan desa 
mungkin agak bertambah akan tetapi ada beberapa kebiasaan yang sering 
dilakukan dari zaman orang-orang tua kita dulu sudah mulai hilang, misalnya 
dalam perayaan hari-hari besar, pesta adat, pada zaman dulu kami selalu 
datang keperayaan natal walaupun kami beragama islam, begitu juga 
sebaliknya masyarakat desa bale juga datang pada perayaan idul fitri, akan 
tetapi setelah konflik dan pemekaran semuanya itu sudah tidak terlihat lagi. 
Faujiah kalfangare (warga desa Ori) Setelah pemekaran banyak perubahan 
yang terjadi, misalnya kedua desa berlomba-lomba untuk membangun desa 
masing-masing. Dan kedua masyarakat desa sudah tidak ada persatuan 
misalnya gotong royong, baik dalam hal pesta-pesta adat, perayaan-perayaan 




hari-hari besar. Yusup puni (tua-tua jemaat/desa di desa Bale) Ada beberapa 
perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kami dengan ori 
dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum pemekaran pada saat perayaan-
perayaan natal dan lebaran kami selalu menjaga keamanan bersama, dan pada 
zaman sebelum rusuh kami selalu berbaur dengan masyarakat, tolong 
menolong dalam pesta-pesta adat, akan tetapi kini semuanya berbedah. Sudah 
tidak ada lagi kebersamaan antara kedua masyarakat (Islam dan Kristen)” 
4.6.2 Sosial Ekonomi 
Berkaitan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
sosial – budaya masyarakat yang terjadi akibat pemekaran, disamping itu juga 
mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat akibat dari 
persaingan, masyarakat mulai ingin melakukan segalah sesuatu dengan cara 
instan/cepat, sehingga memberikan dampak yang sangat serius terhadap 
ekonomi masyarakat setempat terutama pada  masyarakat yang kurang 
mampu (petani). Sebab dengan perkembangan zaman, dan disamping itu juga 
dengan adanya pemekaran kedua desa tersebut kebiasaan gotong royong dan 
tolong menolong antara masyarakat di kedua desa tersebut sudah tidak 
terjalin dengan baik sehingga segalah sesuatu yang biasanya bisa diselesaikan 
secara bersama-sama tanpa mengeluarkan biaya atau anggaran untuk 
menyelesaikan pekerjaan mereka; misalnya kerja kelapa (kopra), menyangkul, 
meyelesaikan pembangunan rumah, dan sebagainya.  
Sekarang setelah dipisahkan masyarakat harus mengeluarkan biaya 
untuk menyewa orang atau buruh untuk menyelesaikan pekerjaan pribadi, 
bahkan pekerjaan yang bersifat umum. Dan disamping itu jiga ada masyarakat 
yang selalu kehilangan hasil perkebunan mereka. Seperti hasil wawancara 
yang diungkapkan oleh warga desa setempat, menyatakan  seperti berikut: 
Ambrosius gogugu (tokoh agama didesa Bale) sebelum konflik yang dulunya 
hidup gotong royong dalam perayaan pesta adat, keluarga berduka,dan pada 
saat lebaran, natal, dan tahun baru. Setelah konflik, dan pemekaran Sudah 
tidak ada lagi rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi antara kedua 
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agama tersebut. Jadi istilahnya kita sudah hidup dengan penuh persaingan, dan 
Dalam tinggkat keamanan harta benda dikebun ada beberapa yang selalu 
menjadi masalah yang saya hadapi yaitu sering kehilangan hasil-hasil 
perkebunan (palah, dan kelapa). Dan warga yang menjadi tersangka dalam 
masalah keamanan hasil kebun saya adalah warga desa ori karena sudah 
terbukti ada beberapa orang warga masyarakat desa ori yang terkena ranjau 
(sungga) diareal kebun saya. Said rainu ( warga desa Ori) juga menyatakan 
ketika desa dimekarkan ada beberapa kebiasaan yang sudah turun temurun 
yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu  sudah mulai hilang 
dimasyarakat yaitu gotong royong dan tolong menolong, sehingga pekerjaan 
yang bisa diselesaikan bersama-sama kini sudah menjadi berat  dan memakan 
waktu, dan anggaran yang cukup besar. Contohnya: paras kelapa 
(membersihkan lokasi perkebunan kelapa), hingga pengolahan kelapa sampai 
menjadi kopra semua harus memerlukan anggaran yang besar agar pekerjaan 
bisa diselesaikan dengan cepat. 
4.6.3  Sosial Politik  
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha, taktik, 
dan strategi untuk mencapai tujuan di bidang kenegaraan. Di dalam hal ini 
maka tujuan yang akan dicapai di dalam politik adalah  kekuasaan atau power. 
Pada dasarnya harus diakui bahwa masyarakat Indonesia secara umum, dan 
terutama masyarakat desa Bale dan Ori secara khusus, mengalamai 
perubahan-perubahan yang signifikan dalam arus kehidupan politik. Pada era 
sembilan puluhan pada masa Orde Baru  masyarakat desa Bale dan Ori selalu  
memanfaatkan hak suara untuk memilih dengan pertimbangan partai apa yang 
disenanginya, tanpa melihat siapa, dari mana, dan apa latar belakang agama 
dan calon pemimpin tersebut. Akan tetapi setelah pasca konflik, dan di era 
demokrasi sekarang ini, berbagai pertimbangan yang pikirkan oleh warga 
masyarakat terutama pada masyarakat desa Ori dan Bale dalam menentukan 
hak pilih mereka, pertimbangan-pertimbangan masyarakat misalnya: dari 
mana asal dari calon pemimpin tersebut, apa agamanya, dan sebagainya. 
Seperti dalam hasil wawancara pada beberapa warga desa, sebagai berikut: 




Ambrosisu Gogugu menjelaskan bahwa Dalam masalah pemilihan baik 
pemilihan Pilpres, kepala daerah, dan kepala desa pada zaman dulu (ORLA 
sampai ORBA) warga masyarakat kami (Ori dan Bale) selalu kompak dalam 
memberikan suara kami, sehingga kami tidak melihat siapa calon 
pemimpinnya dan apa agamanya? , akan tetapi yang menjadi patokan kami 
ialah apa partainya? Akan tetapi pada zaman sekarang (DEMOKRASI) kami 
tidak lagi mempunyai kebesamaan dalam menentukan pilhan kami, kami 
mempunyai pertimbangan yang berbedah-bedah antara kedua desa. Misalnya: 
siapa calon pemimpinnya, apa agamanya, apa dia orang yang saya kenal atau 
tidak, dan lain sebagainya. Badrun Manuru menjelaskan Berkaitan dengan 
masalah pemilihan kepala daerah atau pilpres bahwa pada dulunya kami yang 
mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan warga masyarakat Bale sehingga 
seakan-akan kami mempunyai satu tujuan bersama, memiliki satu suara, akan 
tetapi semuanya telah berbedah ketika kami dihadakan dengan konflik, yang 
kemudian dimekarkan menjadi 2  desa sehingga kami memiliki tujuan masing-
masing untuk mandiri, walaupun secara umum bahwa kami memiliki tujuan 
yang sama yaitu kedamaian, dan ketentraman. 
Dengan melihat kenyataan dari tujuan pemekaran didesa bale ori, 
pemekaran memberikan dampak/perubahan  positif terhadap perkembangan 
desa untuk lebih mandiri sehingga bisa lebih maju, dapat memberikan 
pelayanan, dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung.  
Akan tetapi disamping itu juga dengan mencermati beberapa hasil wawancara 
diatas, dan melihat kenyataan dilapangan secara umum pemekaran desa 
sangatlah memberikan pengaruh yang sangat besar juga terhadap kehidupan 
masyarakat baik pada perekonomian, politik, dan terutama terhadap 








Dalam hasil penelitian terhadap kondisi wilayah di desa Bale dan desa 
Ori Kecamatan Galela Selatan jauh sebelum dan setelah pemekaran wilayah 
dapat disimpulkan bahwa setelah pemekaran banyak perubahan yang terjadi 
didalam perkembangan desa dan sistem sosial masyarakat desa. Baik 
perubahan yang bersifat positif, maupun negatif. Pemekaran desa Bale dan Ori 
memberikan peningkatan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat 
desa Bale dan Ori.  
Akan tetapi pemekaran desa Bale dan desa Ori juga memberikan 
perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat terutama pada aspek sosial 
Budaya. Sebelum memasuki era reformasi,dan sebelum menghadapi konflik, 
kehidupan sosial masyarakat kala itu masih sangat sederhana, relasi sosial 
masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan diantara masyarakat 
dan umat beragama masih menjadi pegangan masyarakat.   
Setelah konflik dan pemekaran desa, nilai-nilai kebersamaan, dan relasi 
sosial antara kedua  desa sudah tidak nampak lagi di masyarakat. Sebab setelah 
perdamaian sebenarnya hubungan antara masyarakat masih belum terjalin 
dengan baik, karena dampak dari konflik. Sehingga setelah desa ini 
dimekarkan yang terlihat hanyalah persaingan antara kedua desa, bahkan 
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